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Kurator merupakan pihak yang ditunjuk oleh pengadilan niaga sebagai orang yang mengurus kegiatan usaha
debitor dalam melakukan pemberesan terhadap harta pailit agar kreditor mendapatkan pelunasan
piutangnya. Dalam menjalankan tugasnya, kurator dituntut untuk selalu bertindak demi kepentingan para
pihak, baik itu kreditor maupun debitor. Segala tindakan yang dilakukan kurator harus dilaksanakan secara
profesional dengan penuh tanggungjawab, objektif dan berintegritas tinggi. Untuk mencapai hal tersebut,
maka diperlukan adanya pengawasan dan perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya.
Dalam kasus ini, dengan adanya pihak bank selaku kreditor yang mengalami <em>Non Performing

L oan</em> atau kredit macet karena adanya debitor yang tidak bertanggungjawab dan mempailitkan dirinya
sendiri secara sengaja setelah melakukan pinjaman, merupakan pokok permasal ahan utama yang dibahas.
Kasusini berkaitan erat dengan pengawasan kurator dalam melihat situasi dan kondisi dari debitor pailit
ketika menjalankan tugasnya agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari, dan jugawajib

mel aksanakan etika profesi dalam menjalankan fungsinya sebagai kurator untuk tetap bertindak sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu, pengawasan dan perlindungan hukum tersebut perlu
untuk ditingkatkan, baik dari segi pengembangan atau perbaikan regulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun dari pihak ataupun institusi
yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap kurator.
<hr /><i>A receivership is the party appointed by the commercial court as the person who manages the
debtor's business activities in making a settlement on the bankrupt property so that the creditor gets the
repayment of the debt. In carrying out its duties, the receivership is required to always act in the interests of
the parties, both creditors and debtors. All actions taken by the receivership must be carried out
professionally with full responsibility, objectivity and high integrity. To achieve this, there is aneed for
supervision and legal protection for receivershipsin carrying out their duties. In this case, with the existence
of abank as a creditor who experiences a Non-Performing Loan or bad credit due to the debtor not being
responsible and deliberately bankrupts themselves after making aloan, which is the main problem being
discussed. This caseisclosely related to the supervision of the receivership in looking at the situation and
conditions of bankrupt debtorsin carrying out their dutiesto avoid legal problems in the future, and aso
must carry out professional ethicsin carrying out their functions as receiverships to continue acting in
accordance with the applicable legal provisions. Therefore, supervision and legal protection need to be
improved, both in terms of development or improvement of regulations of Law Number 37 Y ear 2004
concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations as well as from parties or
institutions that have the responsibility to carry out supervision and legal protection against
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receiverships.</i>



